KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP- 531 /PB/2018

TENTANG

PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

a.

bahwa dalam pengelolaan Bagan Akun Standar terdapat
adanya usulan/penetapan kebijakan akun baru pada

segmen akun sehingga perlu dilakukan pemutakhiran
Bagan Akun Standar;

bahwa sesuai Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan
Akun Standar, hasil analisis pemutakhiran Bagan Akun
Standar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang
Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan
Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 /PMK.05/2013
tentang Bagan Akun Standar;

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun
pada Bagan Akun Standar;

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Nomor S-3144/PB.6/2018 tanggal 6 April 2018 hal
Segmen Akun Belanja Fisik Dana Tugas Pembantuan,

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Nomor S-3423/PB.6/2018 tanggal 13 April 2018 hal
Pencatatan dan Penambahan Akun Transaksi Aset KKKS
Berupa Material Persediaan,;

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Nomor S-3723/PB.6/2018 tanggal 24 April 2018 hal
Akun Pendapatan atas Fasilitas dan Pelayanan yang
Diberikan oleh Pemerintah kepada PKP2B;

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Nomor S-4248/PB.6/2018 tanggal 16 Mei 2018 hal
Tanggapan atas permintaan penghapusan Akun
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri, Pendapatan PBB
Pedesaan, Pendapatan PBB Perkotaan dan Pendapatan
BPHTB dari Bagan Akun Standar (BAS);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

s

5. Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Nomor ND-4278/PB.6/2018 tanggal 21 Juni 2018 hal
Pemutakhiran Akun Terkait Dana PFK Pegawai dan
RPMK Dana Perhitungan Fihak Ketiga;

6. Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Nomor ND-4790/PB.6/2018 tanggal 12 Juli 2018 hal
Perubahan Kode Akun PNBP Pengelolaan
Perbendaharaan Negara;

7. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Nomor S-6377/PB.6/2018 tanggal 15 Agustus 2018 hal

Pemutakhiran Akun Pendapatan untuk Asuransi Barang
Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PEMUTAKHIRAN KODEFIKASI SEGMEN AKUN
PADA BAGAN AKUN STANDAR.

Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun
Standar meliputi:

a. Pemutakhiran Segmen Akun Kas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

b. Penjelasan Atas Pemutakhiran Uraian Segmen Akun Kas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

c. Pemutakhiran Segmen Akun Akrual scbagaimana
tercantum dalam Lampiran IlI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

d. Penjelasan Atas Pemutakhiran Uraian Segmen Akun
Akrual sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Direktur Jenderal ini.

e. Penonaktifan Segmen Akun sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun
Standar sebagaimana dimaksud pada ‘Diktum PERTAMA
digunakan mulai tahun anggaran 2018.

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-
211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan
Akun Standar, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan
Direktur Jenderal ini.
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KEEMPAT . Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan
kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Keuangan,;

Menteri/Pimpinan Lembaga;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

IR

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 2018

DIREXTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
(el

| IMARWANTO HARJOWIRYONOZ,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP- 1 /PB/2018 TENTANG PEMUTAKHIRAN
KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

PEMUTAKHIRAN SEGMEN AKUN KAS

PENAMBAHAN SEGMEN AKUN KAS

PENAMBAHAN AKUN PENDAPATAN
Akun Pendapatan Badan Layanan Umum

Kode Akun Uraian Akun Keterangan

424 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM | Kode Akun dan Uraian
Akun Lama

4249 Pendapatan BLU Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama

42495 Pendapatan BLU Lainnya dari Asuransi | Kode Akun dan Uraian
BMN BLU Akun Baru

424951 Pendapatan dari Penerimaan Klaim | Kode Akun dan Uraian
Asuransi BMN BLU Akun Baru

Akun Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Kode Akun Uraian Akun Keterangan
425 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA | Kode Akun dan Uraian
BUKAN PAJAK LAINNYA Akun Lama
4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan | Kode Akun Lama dan
BMN, Iuran Badan Usaha, dan | Uraian Akun Baru
Penerimaan Klaim Asuransi BMN
42517 Pendapatan dari I[uran Badan Usaha dan | Kode Akun Lama dan
Penerimaan Klaim Asuransi BMN Uraian Akun Baru
425173 Pendapatan dari Penerimaan Klaim | Kode Akun dan Uraian
Asuransi BMN Akun Baru
PENAMBAHAN AKUN BELANJA
Akun Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
526 BELANJA BARANG UNTUK | Kode Akun dan Uraian
DISERAHKAN KEPADA | Akun Lama
MASYARAKAT/PEMDA
5262 Belanja Barang Fisik dan Penunjang | Kode Akun Lama dan
Dana Dekonsentrasi  dan Tugas | Uraian Akun Baru
Pembantuan untuk Diserahkan kepada
Pemerintah Daerah
52622 Belanja Barang Fisik Tugas Pembantuan | Kode Akun dan Uraian
untuk Diserahkan kepada Pemerintah | Akun Baru
Daerah
526222 Belanja Peralatan dan Mesin Tugas | Kode Akun dan Uraian
Pembantuan untuk Diserahkan kepada | Akun Baru
Pemerintah Daerah
526223 Belanja Gedung dan Bangunan Tugas | Kode Akun dan Uraian
Pembantuan untuk Diserahkan kepada | Akun Baru
Pemerintah Daerah
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526224

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Tugas Pembantuan untuk Diserahkan
kepada Pemerintah Daerah

Kode Akun dan Uraian
Akun Baru

PENAMBAHAN AKUN NON ANGGARAN
Akun Penerimaan Non Anggaran PFK

Kode Akun Uraian Akun Keterangan
811 PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
8111 Penerimaan PFK 10 % Gaji Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
81114 Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Kode Akun dan Uraian
Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah | Akun Lama
Non PNS yang Berasal dari APBN
811143 Penerimaan PFK 2 % Iuran Jaminan Kode Akun dan Uraian
Kesehatan PPNPN Badan Layanan Akun Baru
Umum
811144 Penerimaan PFK 3 % luran Jaminan Kode Akun dan Uraian
Kesehatan dari Pemberi Kerja PPNPN Akun Baru
Badan Layanan Umum
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
811 PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
8117 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Kode Akun Lama dan
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Uraian Akun Baru
Keluarga yang Lain
81171 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Kode Akun Lama dan
Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota | Uraian Akun Baru
Keluarga yang Lain
811712 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Kode Akun dan Uraian
Gaji Polri dan PNS Polri Akun Baru
811713 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Kode Akun dan Uraian
Gaji TNI dan PNS Kemhan Akun Baru
811714 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Kode Akun dan Uraian
Gaji PNS Daerah Akun Baru
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
811 PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
8119 Penerimaan PFK Lain-lain Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
81193 Penerimaan Setoran PFK Tunggakan Kode Akun dan Uraian
Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan Akun Baru
Pemerintah Daerah
811931 Penerimaan Setoran PFK Tunggakan Kode Akun dan Uraian
Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan Akun Baru
Pemerintah Provinsi




811932

Penerimaan Setoran PFK Tunggakan
Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan
Pemerintah Kabupaten/Kota

Kode Akun dan Uraian
Akun Baru

B.  PERUBAHAN SEGMEN AKUN KAS

PERUBAHAN AKUN KEWAJIBAN
Akun Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Kode Akun Uraian Akun Keterangan
211 UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
2111 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
21111 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak | Kode Akun dan Uraian
Ketiga (PFK) I Akun Lama
211119 Utang  Perwalian/Perhitungan Fihak | Kode Akun Lama dan
Ketiga (PFK) Tunggakan Kewajiban Iuran | Uraian Akun Baru
Jaminan Kesehatan
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
211 UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
2111 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
21112 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak | Kode Akun dan Uraian
Lainnya Akun Lama
211121 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak | Kode Akun Lama dan
Ketiga (PFK) 1% Gaji Uraian Akun Baru

PERUBAHAN AKUN PENDAPATAN
Akun Pendapatan PNBP Lainnya

Kode Akun Uraian Akun Keterangan
425 Pendapatan PNBP Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
4256 Pendapatan Jasa Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
42569 Pendapatan Jasa Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
425699 Pendapatan Jasa Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
425 Pendapatan PNBP Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Kode Akun dan Uraian
Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Akun Lama
Keuangan




il

42577 Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Kode Akun dan Uraian
Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau | Akun Lama
atas Penempatan Uang Negara
425771 Pendapatan atas Penerbitan SP2D Kode Akun dan Uraian
Dalam Rangka TSA Akun Lama
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
425 Pendapatan PNBP Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
4258 Pendapatan Denda Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
42581 Pendapatan Denda I Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
425814 Pendapatan Denda Pelaksanaan Kode Akun dan Uraian
Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil Akun Lama
dalam Rangka TSA
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
425 Pendapatan PNBP Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
4258 Pendapatan Denda Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
42582 Pendapatan Denda II Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
425821 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kode Akun dan Uraian

Gaji PNS Pusat

Penyaluran SP2D pada Bank Akun Lama
Operasional dan Bank Penyalur Gaji
PERUBAHAN AKUN NON ANGGARAN
Akun Penerimaan Non Anggaran PFK
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
811 PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
8117 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Kode Akun dan Uraian
luran Jaminan Kesehatan bagi Anggota | Akun Lama
Keluarga yang Lain
81171 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Kode Akun Lama dan
[uran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Uraian Akun Baru
Keluarga yang Lain
811711 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Kode Akun Lama dan

Uraian Akun Baru




Akun Pengeluaran Non Anggaran PFK

Kode Akun Uraian Akun Keterangan
821 PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
8219 Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain | Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
82192 Pengembalian Penerimaan PFK Kode Akun Lama dan
Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Uraian Akun Baru
Kesehatan
821921 Pengembalian Penerimaan PFK Kode Akun Lama dan
Tunggakan Kewajiban [uran Jaminan Uraian Akun Baru
Kesehatan Pemerintah Daerah
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
821 PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
8217 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Kode Akun dan Uraian
Fihak Ketiga (PFK) 1% Gaji Akun Lama
82171 Pengembalian Penerimaan Perhitungan Kode Akun Lama dan
Fihak Ketiga (PFK) 1% Gaji Uraian Akun Baru
821711 Pengembalian Penerimaan PFK 1% luran Kode Akun Lama dan
: Jaminan Kesehatan bagi Anggota Uraian Akun Baru
Keluarga yang Lain
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 531 /PB/2018 TENTANG PEMUTAKHIRAN
KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

PENJELASAN ATAS PEMUTAKHIRAN URAIAN SEGMEN AKUN KAS

AKUN

PENJELASAN

PENAMBAHAN SEGMEN AKUN KAS

424951

Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN BLU

Digunakan untuk mencatat penerimaan klaim asuransi BMN dan penerimaan lain-
lain terkait pengasuransian BMN di BLU sesuai dengan perjanjian dan ketentuan
yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.

425173

Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN

Digunakan untuk mencatat penerimaan klaim asuransi BMN dan penerimaan lain-
lain terkait pengasuransian BMN sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang
mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.

526222

Belanja Peralatan dan Mesin Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada
Pemerintah Daerah

Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa peralatan dan mesin untuk
diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka kegiatan utama Dana Tugas

Pembantuan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam
akuntansi dan pelaporannya.

526223

Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada
Pemerintah Daerah

Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa gedung dan bangunan untuk
diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka kegiatan utama Dana Tugas

Pembantuan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam
akuntansi dan pelaporannya.

526224

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada
Pemerintah Daerah

Digunakan untuk mencatat pengadaan barang berupa jalan, irigasi, dan jaringan
untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka kegiatan utama Dana

Tugas Pembantuan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam
akuntansi dan pelaporannya.

811143

Penerimaan PFK 2 % luran Jaminan Kesehatan PPNPN Badan Layanan Umum

Digunakan untuk mencatat Penerimaan PFK 2% luran Jaminan Kesehatan Pegawai
Pemerintah Non PNS pada Badan Layanan Umum yang penghasilannya dibayarkan
dari pendapatan Badan Layanan Umum.

811144

Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemberi Kerja PPNPN Badan
Layanan Umum

Digunakan untuk mencatat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 3% luran Jaminan
Kesehatan dari Pemberi Kerja PPNPN Badan Layanan Umum.

811712

Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Gaji Polri dan PNS Polri

Digunakan untuk mencatat Penerimaan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi

anggota keluarga yang lain dari anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan
PNS Polri.

811713

Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Gaji TNI dan PNS Kemhan




AKUN

PENJELASAN

Digunakan untuk mencatat Penerimaan PFK 1 % Iuran Jaminan Kesehatan bagi

anggota keluarga yang lain dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan PNS
Kemhan.

811714

Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Gaji PNS Daerah

Digunakan untuk mencatat Penerimaan PFK 1 % Iuran Jaminan Kesehatan bagi
anggota keluarga yang lain dari PNS Daerah.

811931

Penerimaan Setoran PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan
Pemerintah Provinsi

Digunakan untuk mencatat penerimaan kewajiban iuran jaminan kesehatan yang
belum dibayarkan oleh pemerintah provinsi kepada pihak penyelenggara program
jaminan Kkesehatan, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

811932

Penerimaan Setoran PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan
Pemerintah Kabupaten/Kota

Digunakan untuk mencatat penerimaan kewajiban iuran jaminan kesehatan yang
belum dibayarkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pihak penyelenggara

program jaminan kesehatan, baik sebelum maupun sesudah terbentuknya Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

821921

Pengembalian Penerimaan PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan
Pemerintah Daerah

Pengembalian penerimaan PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan
Pemerintah Daerah untuk penyaluran kepada BPJS Kesehatan

PERUBAHAN SEGMEN AKUN KAS

211119

Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tunggakan Kewajiban Iuran
Jaminan Kesehatan

Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/ Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan.

211121

Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1% Gaji

Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1% Gaji

425699

Pendapatan Jasa Lainnya

Digunakan untuk mencatat penerimaan dari pelayanan lainnya yang dilaksanakan
oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi, termasuk pendapatan
atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PKP2B Generasi
I pada Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).

425771 | Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA
Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari Bank Operasional atas
penerbitan SP2D dalam rangka pengelolaan TSA. Merupakan Pendapatan Bagian
Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).

425814

Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka
TSA

Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran
Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA. Merupakan Pendapatan Bagian Anggaran BUN




AKUN

PENJELASAN

Transaksi Khusus (999.99).

425821

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyaluran SP2D pada Bank Operasional dan
Bank Penyalur Gaji

Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan menyalurkan
dana SP2D/SP2D-R ke rekening yang berhak dan keterlambatan membukukan dana
SP2D-R pada tanggal diterimanya dana ke Rekening RR SPAN/Rekening RR Gaji.
Merupakan Pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).

811711

Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Gaji PNS Pusat

Digunakan untuk mencatat Penerimaan PFK 1% luran Jaminan Kesehatan bagi
anggota keluarga yang lain dari PNS pusat.

821711

Pengembalian Penerimaan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga
yang Lain

Pengembalian Penerimaan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga
yang lain untuk Penyaluran kepada BPJS Kesehatan
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LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP- 1 /PB/2018 TENTANG PEMUTAKHIRAN
KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

PEMUTAKHIRAN SEGMEN AKUN AKRUAL

A. PENAMBAHAN SEGMEN AKUN AKRUAL

PENAMBAHAN AKUN ASET
Akun Piutang PFK
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
118 PIUTANG PFK Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
1181 Piutang PFK Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
11812 Piutang PFK II Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
118123 Piutang PFK 1% Gaji Kode Akun dan Uraian
Akun Baru

PENAMBAHAN AKUN PENDAPATAN
Akun Pendapatan Penyesuaian

Kode Akun Uraian Akun Keterangan

491 PENDAPATAN PENYESUAIAN AKRUAL Kode Akun dan Uraian
Akun Lama

4913 Pendapatan Penyesuaian Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama

49131 Pendapatan Penyesuaian Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama

491313 Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi | Kode Akun dan Uraian
Akun Baru

491314 Pendapatan Penyesuaian Investasi Kode Akun dan Uraian
Lainnya Akun Baru

Akun Pendapatan Badan Layanan Umum

Kode Akun Uraian Akun Keterangan

424 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM | Kode Akun dan Uraian
Akun Lama

4249 Pendapatan BLU Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama

42495 Pendapatan BLU Lainnya dari Asuransi | Kode Akun dan Uraian
BMN BLU Akun Baru

424951 Pendapatan dari Penerimaan Klaim | Kode Akun dan Uraian
Asuransi BMN BLU Akun Baru

Akun Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Kode Akun Uraian Akun Keterangan
425 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA | Kode Akun dan Uraian
BUKAN PAJAK LAINNYA Akun Lama
4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan | Kode Akun Lama dan
BMN, Iuran Badan Usaha, dan | Uraian Akun Baru
Penerimaan Klaim Asuransi BMN
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42517 Pendapatan dari luran Badan Usaha dan | Kode Akun Lama dan
Penerimaan Klaim Asuransi BMN Uraian Akun Baru

425173 Pendapatan dari Penerimaan Klaim | Kode Akun dan Uraian
Asuransi BMN Akun Baru

PENAMBAHAN AKUN BEBAN
Akun Beban Barang untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/Pemda
Kode Akun Uraian Akun Keterangan

526 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN | Kode Akun dan Uraian
KEPADA MASYARAKAT/PEMDA Akun Lama

5262 Beban Barang Fisik dan Penunjang | Kode Akun Lama dan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas | Uraian Akun Baru
Pembantuan untuk Diserahkan kepada
Pemerintah Daerah

52622 Beban Barang Fisik Tugas Pembantuan | Kode Akun dan Uraian
untuk Diserahkan kepada Pemerintah | Akun Baru
Daerah

526222 Beban Peralatan dan Mesin Tugas | Kode Akun dan Uraian
Pembantuan untuk Diserahkan kepada | Akun Baru
Pemerintah Daerah

526223 Beban Gedung dan Bangunan Tugas | Kode Akun dan Uraian
Pembantuan untuk Diserahkan kepada | Akun Baru
Pemerintah Daerah

526224 Beban Jalan, Irigasi,

dan Jaringan
Tugas Pembantuan untuk Diserahkan
kepada Pemerintah Daerah

Kode Akun dan Uraian
Akun Baru

Akun Beban Kerugian

dan Lainnya

Kode Akun Uraian Akun Keterangan
596 BEBAN KERUGIAN DAN LAINNYA Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
5961 Beban Pelepasan Aset Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
59611 Kerugian Pelepasan Aset Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
596113 Beban Penggunaan Aset Lainnya yang | Kode Akun dan Uraian
Berkarakteristik Persediaan Akun Baru
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
596 BEBAN KERUGIAN DAN LAINNYA Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
5962 Kerugian Belum Terealisasi Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
59622 Beban Penyesuaian Nilai Investasi Kode Akun dan Uraian

Akun Lama




596229

Beban Penyesuaian Investasi Lainnya

Kode Akun dan Uraian
Akun Baru

B. PERUBAHAN SEGMEN AKUN AKRUAL

PERUBAHAN AKUN ASET

Akun Persediaan

Kode Akun Uraian Akun Keterangan
117 PERSEDIAAN Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
1171 Persediaan Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
11712 Persediaan Bahan untuk Kode Akun Lama dan
Dijual/Diserahkan kepada Uraian Akun Baru
Masyarakat/Pemda
117122 Tanah Bangunan untuk Dijual atau | Kode Akun Lama dan
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Uraian Akun Baru
117124 Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau | Kode Akun Lama dan
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Uraian Akun Baru
117125 Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk | Kode Akun Lama dan
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Uraian Akun Baru
117129 Persediaan Lainnya untuk Diserahkan | Kode Akun Lama dan
kepada Masyarakat — Dalam Proses Uraian Akun Baru

PERUBAHAN AKUN KEWAJIBAN
Akun Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Kode Akun Uraian Akun Keterangan
211 UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
2111 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
21111 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak | Kode Akun dan Uraian
Ketiga (PFK) I Akun Lama
211119 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak | Kode Akun Lama dan
Ketiga (PFK) Tunggakan Kewajiban luran | Uraian Akun Baru
Jaminan Kesehatan
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
211 UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
2111 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
21112 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak | Kode Akun dan Uraian
Lainnya Akun Lama
211121 Utang  Perwalian/Perhitungan Fihak | Kode Akun Lama dan
Ketiga (PFK) 1% Gaji Uraian Akun Baru

te




PERUBAHAN AKUN PENDAPATAN
Akun Pendapatan Hibah Terikat - Barang/Jasa

Kode Akun

Pendapatan Hibah Terikat-Lainnya -
Barang/Jasa

Uraian Akun Keterangan
424 Pendapatan PNBP Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
4242 Pendapatan Jasa Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
42423 Pendapatan Jasa Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
424231 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri- | Kode Akun Lama dan
Perorangan - Barang/Jasa Uraian Akun Baru
424232 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri- | Kode Akun Lama dan
Lembaga/Badan Usaha - Barang/Jasa Uraian Akun Baru
424233 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri- | Kode Akun Lama dan
Pemda - Barang/Jasa Uraian Akun Baru
424234 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri- Kode Akun Lama dan
Perorangan - Barang /Jasa Uraian Akun Baru
424235 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri- Kode Akun Lama dan
Lembaga/Badan Usaha - Barang/Jasa Uraian Akun Baru
424236 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri- Kode Akun Lama dan
Negara - Barang/Jasa Uraian Akun Baru
424239

Kode Akun Lama dan
Uraian Akun Baru

Akun Pendapatan PNB

P Lainnya

Dalam Rangka TSA

Kode Akun Uraian Akun Keterangan
425 Pendapatan PNBP Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
4256 Pendapatan Jasa Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
42569 Pendapatan Jasa Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
425699 Pendapatan Jasa Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
425 Pendapatan PNBP Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Kode Akun dan Uraian
Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Akun Lama
Keuangan
42577 Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Kode Akun dan Uraian
Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau | Akun Lama
atas Penempatan Uang Negara
425771 Pendapatan atas Penerbitan SP2D Kode Akun dan Uraian

Akun Lama




Kode Akun Uraian Akun Keterangan
425 Pendapatan PNBP Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
4258 Pendapatan Denda Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
42581 Pendapatan Denda I Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
425814 Pendapatan Denda Pelaksanaan Kode Akun dan Uraian
Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil Akun Lama
dalam Rangka TSA
Kode Akun Uraian Akun Keterangan
425 Pendapatan PNBP Lainnya Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
4258 Pendapatan Denda Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
42582 Pendapatan Denda II Kode Akun dan Uraian
Akun Lama
425821 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kode Akun dan Uraian

Penyaluran SP2D pada Bank
Operasional dan Bank Penyalur Gaji

Akun Lama
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP- 53%1/PB/2018 TENTANG PEMUTAKHIRAN
KODEFIKASI SEGMEN AKUN

PENJELASAN ATAS PEMUTAKHIRAN URAIAN SEGMEN AKUN AKRUAL

AKUN

PENJELASAN

PENAMBAHAN SEGMEN AKUN AKRUAL

118123 | Piutang PFK 1% Gaji
Piutang yang berasal dari penerimaan PFK 1% Gaji melalui potongan SPM Gaji. Akun
ini terdapat pada pengajuan Resume Tagihan dari Satker ke KPPN.

424951 | Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN BLU
Digunakan untuk mencatat penerimaan klaim asuransi BMN dan penerimaan lain-
lain terkait pengasuransian BMN di BLU sesuai dengan perjanjian dan ketentuan
yang mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.

425173 | Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN
Digunakan untuk mencatat penerimaan klaim asuransi BMN dan penerimaan lain-
lain terkait pengasuransian BMN sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang
mengatur mengenai pengasuransian Barang Milik Negara.

491313 | Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi
Digunakan untuk mencatat pendapatan penyesuaian nilai investasi.

491314 | Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya
Digunakan untuk mencatat pendapatan penyesuaian investasi lainnya.

526222 | Beban Peralatan dan Mesin Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada
Pemerintah Daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan barang berupa
peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka
kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Akun ini dicatat dengan menggunakan
pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.

526223 | Beban Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada
Pemerintah Daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan barang berupa gedung
dan bangunan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka kegiatan
utama Dana Tugas Pembantuan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan
aset dalam akuntansi dan pelaporannya.

526224 | Beban Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada
Pemerintah Daerah
Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengadaan barang berupa jalan,
irigasi, dan jaringan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka
kegiatan utama Dana Tugas Pembantuan. Akun ini dicatat dengan menggunakan
pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya.

596113 | Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan
Digunakan untuk mencatat Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik
Persediaan termasuk penggunaan Material Persediaan yang berasal dari Kontraktor
Kontrak Kerja Sama.

596229 | Beban Penyesuaian Investasi Lainnya

Digunakan untuk mencatat beban penyesuaian investasi lainnya.

(¥



AKUN

PENJELASAN

PERUBAHAN SEGMEN AKUN AKRUAL

117122

Tanah Bangunan untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pemda berupa Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kepada

masyarakat/pemda sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan
dan Kodefikasi BMN

117124

Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pemda berupa Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada

masyarakat/pemda sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan
dan Kodefikasi BMN

117125

Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Digunakan untuk mencatat Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat/pemda berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada

masyarakat/pemda sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Penggolongan
dan Kodefikasi BMN

117129

Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda — Dalam Proses

Digunakan untuk mencatat persediaan berupa barang dalam proses produksi untuk
dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda sesuai dengan peraturan yang
mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi BMN

211119

Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tunggakan Kewajiban Iuran
Jaminan Kesehatan

Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan.

211121

Utang Perwalian /Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1% Gaji

Digunakan untuk mencatat Utang Perwalian /Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1% Gaji

424231

Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang/Jasa

Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan dalam bentuk barang/jasa.

424232

Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga /Badan Usaha - Barang/Jasa

Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga /Badan Usaha bentuk barang/jasa.

424233

Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Barang/Jasa

Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda bentuk barang/jasa.

424234

Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan - Barang/Jasa

Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Perorangan bentuk barang/jasa.

424235

Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga /Badan Usaha - Barang/Jasa

Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga /Badan Usaha bentuk barang/jasa.

424236

Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Barang/Jasa

Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara bentuk barang/jasa.

424239

Pendapatan Hibah Terikat-Lainnya - Barang/Jasa

Pendapatan Hibah Terikat-Lainnya bentuk barang/jasa.

425699

Pendapatan Jasa Lainnya

Digunakan untuk mencatat penerimaan dari pelayanan lainnya yang dilaksanakan
oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi, termasuk pendapatan




AKUN

PENJELASAN

atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PKP2B Generasi
I pada Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020).

425771

Pendapatan atas Penerbitan SP2D Dalam Rangka TSA

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang diterima dari Bank Operasional atas
penerbitan SP2D dalam rangka pengelolaan TSA. Merupakan Pendapatan Bagian
Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).

425814

Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka
TSA

Digunakan untuk mencatat pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran
Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA. Merupakan Pendapatan Bagian Anggaran BUN
Transaksi Khusus (999.99).

425821

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyaluran SP2D pada Bank Operasional dan
Bank Penyalur Gaji

Digunakan untuk mencatat pendapatan denda atas keterlambatan menyalurkan
dana SP2D/SP2D-R ke rekening yang berhak dan keterlambatan membukukan dana
SP2D-R pada tanggal diterimanya dana ke Rekening RR SPAN /Rekening RR Gaji.
Merupakan Pendapatan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99).
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 531 /PB/2018 TENTANG PEMUTAKHIRAN
KODEFIKASI SEGMEN AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR

PENONAKTIFAN SEGMEN AKUN

AKUN URAIJAN AKUN
411131 | Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri
Penerimaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 29 UU No.
7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dalam UU No. 17 tahun 2000, yang berasal
dari pembayaran Fiskal Luar Negeri.
411311 | Pendapatan PBB Pedesaan
Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB
sektor pedesaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983,
411312 | Pendapatan PBB Perkotaan
Digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pembayaran setoran PBB
sektor perkotaan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1983.
425822 | Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB

Digunakan untuk mencatat Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan
Pembagian PBB oleh BO III PBB. Merupakan pendapatan Ditjen Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan (015.08).




